Menimbang : a.

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR 19 TAHUN 2001

TENTANG

PENGURUSAN HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT

bahwa keberadaan hutan sangat penting dalam kehidupan dan

pelestarian lingkungan sehingga perlu ditingkatkan
pengelolaannya dalam rangka mewujudkan peran dan fungsinya
secara optimal;

b. bahwa sejalan dengan tujuan sebagaimana dimaksud huruf a

diatas dan sesuai kewenangan Propinsi dalam pengelolaan
sumber daya alam sektor kehutanan berdasarkan Undang —
undang Nomor 22 Tahun 1999 jo. Peraturan Pemerintah Nomor
25 Tahun 2000, serta kewenangan pengawasan hutan
berdasarkan Undang — undang nomor 41 Tahun 1999, dipandang
perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi jawa Barat tentang
Pengurusan Hutan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) jo.
Undang-undang No. 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);

2. Ondang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara
Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3419);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3501);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3888);
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Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 19/0 tentang
Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 50,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2945);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 19895 tentang
Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);

Peraturan Pemerintah_ Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan
Satwa Buru (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3554);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang
Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman
Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam (Lembaran
Negara Tahun 1994 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3550);

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 199d tentang Kawasan
Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara
Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3776);

Peraturan Pemerintah Nomor /7 Tahun 1999 tentang Pengawetan
Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3803);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan
Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nornor 3804);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa
Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang
Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4045);

Keputusan Presiden Nornor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan
Kawasan

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 200]] tentang Tata Cara
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
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Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nornor 2|

tentang Pengelolaan Kawasan Lindung (Lembaran
Daerah Tahun 1996 Nomor 1 Seri C);

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000
tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan
Peraturan Daerah (Lembaran Daerah 1 ahun 2000 Nomor 2
Seri D);

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000
tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah
Tahun 2000 Nomor 20 Seri D);

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor I Tahun 2007
tentang Rencana Stategis Propinsi Jawa Barat Tahun 2001-2005
(Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 6 Seri D);

Peraturan Daerah Propinsi Jawa barat Nomor 5 Tahun 2001
tentang Pola Induk Pengelolaan Sumber Daya Air di Jawa Barat
(Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1 Seri C);

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2007
tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan(Lembaran
Daerah Tahun 2001 Nornor 1 Seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TENTANG
PENGURUSAN HUTAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

WD

©® N o w

Menteri adalah Menteri yang membidangi Kehutanan.
Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

Daerah adalah Propinsi Jawa Barat.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah
Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
Dinas adalah Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Barat.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Barat.

Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat
tentang Pengurusan Hutan.

Unit adalah unit kerja yang tergambar dalam Struktur Organisasi
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10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan teknis
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yang didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan yang tidal<
tercantum dalam jabatan struktural organisasi Dinas, namun
sangat diperlukan dalam rnelaksanakan sebagian tugas pokok
Dinas.

Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana teknis Dinas
pada Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Barat yang melaksanakan
tugas teknis operasional tertentu di lapangan yang selanjutnya
disebut UPTD.

Polisi Khusus yang selanjutnya dissebut Polisi Kehutanan adalah
Pejabat Kehutanan tertentu yang sesuai dengan sifat
pekerjaaannya diberi wewenang untuk menjamin
terselenggaranya perlindungan hutan

Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut
dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang
diselenggarakan secara terpadu.

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan
berisi sumber daya aiam hayati yang didominasi pepohonan
dalam persekutuan alarn lingkungannya, yang satu dengan
lainnya tidak dapat dipisahkan.

Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau
ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertanankan keberadaannya
sebagai hutan tetap.

Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan
fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi
sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya
buatan.

Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi
utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup
sumber daya alarn dan sumber daya buatan.

Kawaan Hutan Pelestarian Alam adalah hutan dengan ciri khas
tertentu yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem
penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis
tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber
daya alam hayati dan ekosistemnya.

Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi
pokok memproduksi hasil hutan.

Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi
pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk
mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi,
mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.

Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas
tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan
keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

Hasil [luta | adalah benda-benda hayati, non hayati dan
turunannya, serta lasa yang berasal dari hutan.

Pengurusan hutan adalah upaya untuk memperoleh manfaat
yang sebesar-besarnya serta serba guna dan lestari untuk
kemakmuran rakyat yang meliputi kegiatan penyelenggaraan
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perencanaan kehutanan, pengelolaan hutan, penelitian dan
pengembangan, pendidikan dan latihan, penyuluhan kehutanan
serta pengawasan.

Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda,
daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan
perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan
dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Pengelolaan Lingkungan Hidup adaiah upaya terpadu untuk
melestarikan fungsi  lingkungan  hidup  yang meliputi
kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan,
pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian
lingkungan hidup.

Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah
kajian mengenai dampak besar dan dampak penting suatu usaha
dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup
yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang
penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan.

Sumber Daya Alam Hayati adalah unsur-unsur hayati di alam
yang terdiri dan sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan
sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur
non hayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk
ekosistem.

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati adalah pengelolaan sumber
daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara
bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan
tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman
dan nilainya.

Ekosistem sumber daya alam hayati adalah sistem timbal bank
antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non hayati yang
saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi.

Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu
daerah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya sedemikian rupa,
sehingga merupakan kesatuan dengan sungai dan anak-anak
sungainya yang rneialui daerah tersebut dalam fungsinya untuk
menampung air yang berasal dart curah hujan dan sumber air
lainnya dan kemudian mengalirkannya melalui sungai utamanya
(single outlet).

Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengendalikan
hubungan timbal Dank antara sumber daya alam dengan manusia
di dalam DAS dan segala aktivitasnya, dengan tujuan membina
kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatkan
kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia secara
berkelanjutan.

Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati, baik
yang hidup di darat maupun di air.

Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup
di darat, dan atau di air, dan atau di udara.
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